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Abstract

Public trust is an important indicator of the success of a law enforcement system in a
state governed by the rule of law. However, various ethical violations by law
enforcement officials, such as abuse of authority, corruption, discrimination in service
delivery, and actions contrary to the principles of professionalism, have diminished
public trust in law enforcement institutions and demonstrated a gap between the ideal
standards of the legal profession and their implementation. This study aims to analyze
the role of professional ethics in building and enhancing public trust in law enforcement
authorities and to identify the factors influencing the effectiveness of legal professional
ethics implementation in Indonesia. The study employed a qualitative method with a
normative juridical approach supported by case studies and literature analysis. Data were
obtained through a review of laws and regulations, professional codes of ethics for law
enforcement officials, books, scholatly journal articles, and various cases of ethical
violations and were subsequently analyzed descriptively and qualitatively. The results
indicate that the consistent application of professional ethics plays an important role in
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strengthening the legitimacy of law enforcement institutions, improving the quality of
public services, and ensuring legal certainty. Conversely, ethical violations that are not
addressed transparently can reduce public trust and weaken the rule of law. This study
affirms that strengthening oversight systems, providing continuous ethics education,
and imposing firm sanctions are prerequisites for professional and integrity-based law
enforcement. These findings contribute to the development of legal professional ethics
scholarship and provide practical implications for law enforcement institutions in
strengthening accountability, transparency, and public trust.

Keywords: Professional Ethics; Integrity; Public Trust; Law Enforcement Authorities;
Rule of Law

Abstrak: Kepercayaan publik merupakan indikator penting keberhasilan sistem penegakan hukum
dalam negara hukum. Namun, berbagai pelanggaran etik oleh aparat penegak hukum, seperti
penyalahgunaan wewenang, korupsi, diskriminasi pelayanan, dan tindakan yang bertentangan dengan
prinsip profesionalitas, telah menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi penegak hukum
serta menunjukkan adanya kesenjangan antara standar ideal profesi hukum dan implementasinya.
Penelitian ini bertujuan menganalisis peran etika profesional dalam membangun dan meningkatkan
kepercayaan publik terhadap penegak hukum serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi
efektivitas penerapan etika profesi hukum di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif
dengan pendekatan yuridis normatif yang didukung oleh studi kasus dan analisis literatur. Data
diperoleh melalui kajian terhadap peraturan perundang-undangan, kode etik profesi penegak hukum,
buku, artikel jurnal ilmiah, dan berbagai kasus pelanggaran etik, kemudian dianalisis secara deskriptif-
kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan etika profesional secara konsisten berperan
penting dalam memperkuat legitimasi institusi penegak hukum, meningkatkan kualitas pelayanan
publik, dan menjamin kepastian hukum. Sebaliknya, pelanggaran etika yang tidak ditangani secara
transparan dapat menurunkan kepercayaan masyarakat dan melemahkan supremasi hukum.
Penelitian ini menegaskan bahwa penguatan sistem pengawasan, pendidikan etika berkelanjutan, dan
penerapan sanksi yang tegas merupakan prasyarat bagi terwujudnya penegakan hukum yang
profesional dan berintegritas. Temuan ini berkontribusi terhadap pengembangan kajian etika profesi
hukum serta memberikan implikasi praktis bagi institusi penegak hukum dalam memperkuat
akuntabilitas, transparansi, dan kepercayaan publik.

Kata Kunci: Etika Profesional; Integritas; Kepercayaan Publik; Penegak Hukum; Supremasi Hukum

PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3)
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Indonesia, 1945). Dalam
negara hukum, keberhasilan penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh keberadaan
peraturan perundang-undangan yang memadai, tetapi juga oleh integritas dan profesionalitas
aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Secara ideal, aparat penegak hukum

seperti polisi, jaksa, hakim, dan advokat harus menjalankan tugas berdasarkan prinsip
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keadilan, independensi, akuntabilitas, profesionalitas, dan etika profesi, sebagai fondasi dalam

membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan masih terjadinya berbagai
pelanggaran etik yang dilakukan oleh oknum penegak hukum, mulai dari penyalahgunaan
kewenangan, praktik korupsi, konflik kepentingan, manipulasi proses hukum, hingga
pelayanan yang diskriminatif, yang menimbulkan persepsi negatif masyarakat terhadap
institusi penegak hukum. Kondisi ini menunjukkan bahwa persoalan utama dalam penegakan
hukum tidak hanya berkaitan dengan aspek normatif, tetapi juga aspek moral dan etika
profesi. Urgensi penelitian ini semakin meningkat di era keterbukaan informasi dan
perkembangan media digital, karena setiap tindakan aparat penegak hukum dapat dengan
mudah diketahui dan dinilai oleh masyarakat, sehingga pelanggaran etik yang dilakukan oleh
satu individu sering kali berdampak pada menurunnya kepercayaan publik terhadap institusi

secara keseluruhan.

Sejalan dengan temuan tersebut, kajian internasional juga menegaskan bahwa
kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum sangat dipengaruhi oleh persepsi
keadilan prosedural dan efikasi kolektif masyarakat (Nix, J. et al., 2015), serta oleh perilaku
etis dan kedekatan institusi dengan komunitas yang dilayaninya (Alejo-Abitago & Nabe,
2024). Kajian yang lebih baru bahkan menegaskan bahwa relasi kepercayaan antara publik
dan aparat penegak hukum bersifat multidimensional dan tidak dapat direduksi hanya pada
satu faktor tunggal, melainkan mencakup dimensi kompetensi, integritas, dan keadilan

sekaligus (Wise et al., 2025).

Berbagai penelitian terdahulu telah mengkaji keterkaitan antara etika profesi hukum,
integritas, dan kepercayaan publik dari beragam perspektif dan pendekatan metodologis.
Iihamni (2024) melalui kajian literatur menegaskan bahwa etika profesi hukum menuntut
keseimbangan antara kewajiban profesional dan nilai moral yang dianut oleh para pengemban
profesi hukum. Sejalan dengan hal tersebut, Maza et al. (2025) yang menggunakan
pendekatan yuridis normatif menemukan bahwa kode etik profesi berfungsi menjamin
integritas, profesionalisme, serta keadilan dalam penegakan hukum. Temuan ini diperkuat
oleh Chafid et al. (2024) yang secara kualitatif deskriptif mengkaji etika advokat di era digital
dan menyimpulkan bahwa penguatan etika menjadi kebutuhan mendesak untuk menjaga

integritas sekaligus kepercayaan publik di tengah perkembangan teknologi.
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Pada aspek peradilan, Anam et al., (2025) melalui literature review menunjukkan
bahwa integritas dan akuntabilitas berpengaruh signifikan terhadap tingkat kepercayaan
publik terhadap institusi peradilan. Hal ini selaras dengan kajian teoritis Jayamahe (2026) yang
menyatakan bahwa kepatuhan terhadap etika profesi mampu meningkatkan kredibilitas
profesi hukum secara umum. Prihatin (2023) melalui kajian interdisipliner turut menegaskan
bahwa etika memiliki peran penting dalam membentuk perilaku hakim, jaksa, maupun

advokat dalam menjalankan tugas profesinya.

Dari perspektif kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum, (Nix, J. et al.,
2015) melalui pendekatan kuantitatif berbasis survei menemukan bahwa keadilan prosedural
dan efikasi kolektif merupakan prediktor kuat terhadap kepercayaan publik terhadap polisi.
Temuan serupa dikemukakan oleh Alejo-Abitago & Nabe (2024) melalui pendekatan
Structural Equation Modeling (SEM), yang membuktikan bahwa perilaku damai aparat
berhubungan signifikan dengan tingkat kepercayaan masyarakat. Terakhir, penelitian terbaru
oleh (Prahapsari et al., 2020) secara kualitatif deskriptif mengungkap bahwa kepatuhan
terthadap kode etik profesi hakim Mahkamah Konstitusi berfungsi sebagai kompas moral

yang menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Secara keseluruhan, penelitian-penelitian terdahulu tersebut menunjukkan adanya
benang merah bahwa etika profesi hukum, baik pada level advokat, hakim, jaksa, maupun
kepolisian, memiliki keterkaitan erat dengan integritas institusi dan kepercayaan publik.
Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada konteks umum
profesi hukum atau institusi tertentu secara terpisah, sehingga celah penelitian (research gap)
masih terbuka untuk mengkaji lebih spesifik mengenai etika profesional dalam membangun

dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum di indonesia

Secara umum, penelitian-penelitian tersebut menegaskan pentingnya nilai-nilai etika
seperti kejujuran, independensi, kompetensi, kerahasiaan, dan tanggung jawab moral dalam
praktik profesi hukum, serta menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap kode etik berkorelasi
dengan tingkat kepercayaan masyarakat, baik pada konteks Indonesia maupun pada konteks
kepolisian di negara lain (Melkamu & Teshome, 2023). Meskipun demikian, sebagian besar
penelitian terdahulu masih berorientasi pada pembahasan etika profesi hukum dari aspek
normatif dan konseptual, atau hanya berfokus pada satu profesi hukum tertentu secara
terpisah, seperti hakim, advokat, atau kepolisian. Studi kuantitatif seperti Alejo-Abitago &

Nabe (2024) maupun Nix, J. et al. (2015) juga umumnya dilakukan pada konteks kepolisian
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di luar Indonesia, schingga belum secara khusus menghubungkan implementasi etika
profesional pada berbagai institusi penegak hukum di Indonesia dengan dinamika tingkat
kepercayaan publik secara menyeluruh. Kesenjangan inilah yang menjadi dasar bagi

pelaksanaan penelitian ini.

Penelitian ini menawarkan kebaruan dengan: (1) menganalisis etika profesional
sebagai faktor utama pembentuk kepercayaan publik terhadap seluruh institusi penegak
hukum di Indonesia, tidak terbatas pada satu profesi tertentu; (2) menghubungkan aspek
etika profesi dengan teori kepercayaan publik (public trust theory) dalam konteks penegakan
hukum modern; dan (3) menawarkan model penguatan etika profesi berbasis integritas,

transparansi, dan akuntabilitas sebagai strategi pemulihan kepercayaan masyarakat.

Penelitian ini didasarkan pada beberapa kerangka teori. Menurut Bertens (2013), etika
profesi merupakan seperangkat norma moral yang mengatur perilaku seseorang dalam
menjalankan profesinya, sehingga pelaksanaan tugas tidak hanya memenuhi aspek legalitas
tetapi juga moralitas. Integritas dipahami sebagai kesesuaian antara nilai, prinsip, dan tindakan
seseorang dalam menjalankan tugasnya, dan menjadi prasyarat utama terciptanya
kepercayaan publik (Huberts, 2018). Adapun teori kepercayaan publik (public trust theory)
menegaskan bahwa legitimasi lembaga publik sangat bergantung pada kemampuan institusi
menunjukkan kompetensi, kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan konsistensi tindakan;
semakin tinggi tingkat integritas aparat penegak hukum, semakin tinggi pula kepercayaan
masyarakat terhadap sistem hukum. Konsep negara hukum sendiri mensyaratkan adanya
supremasi hukum, persamaan di hadapan hukum, perlindungan hak asasi manusia, peradilan
yang independen, serta aparatur yang profesional dan beretika Dicey (1885); Fuller (1996);
Rawls (2017); Tyler (20006). Sebagai landasan normatif, penelitian ini juga mengacu pada
Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Purnomo et al., 2025), Peraturan Jaksa
Agung (Emirsya et al., 2025), dan Kode Etik Advokat Indonesia berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Zai et al., 2026).

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada tiga permasalahan, yaitu:
(1) bagaimana peran etika profesional dalam membangun kepercayaan publik terhadap
penegak hukum di Indonesia; (2) faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadinya pelanggaran
etika profesi oleh penegak hukum dan bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan
masyarakat; dan (3) bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan

implementasi etika profesional guna memperkuat kepercayaan publik terhadap institusi
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penegak hukum. Sejalan dengan itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika
profesional dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak
hukum, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan etika

profesi hukum di Indonesia.

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif dengan pendekatan
kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis norma hukum,
peraturan perundang-undangan, kode etik profesi penegak hukum, serta berbagai literatur
ilmiah yang berkaitan dengan etika profesional dan kepercayaan publik, sehingga tidak hanya
mengkaji aspek hukum secara normatif tetapi juga menganalisis konsep, teori, dan prinsip

etika profesi yang menjadi landasan pelaksanaan tugas penegak hukum.

Penelitian dirancang dengan menerapkan tiga pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan
perundang-undangan (statute approach) untuk mengkaji ketentuan hukum yang mengatur
kode etik dan profesi penegak hukum di Indonesia, pendekatan konseptual (conceptual
approach) untuk menganalisis teori etika profesi, teori integritas, teoti legitimasi, dan public
trust theory, serta pendekatan kasus (case approach) untuk menelaah kasus pelanggaran etika
yang melibatkan aparat penegak hukum, yaitu kasus Ferdy Sambo, Pinangki Sirna Malasari,
dan OC Kaligis. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, mencakup tahap

penelusuran dan pengumpulan bahan hukum, analisis data, hingga penyusunan laporan akhir.

Sumber data penelitian ini berupa data sekunder yang terdiri atas bahan hukum
primer, yaitu UUD NRI Tahun 1945, UU Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan
Kehakiman, UU Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang
Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Peraturan Polri Nomor 7 Tahun 2022 tentang
Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri; bahan hukum sekunder, meliputi buku etika
profesi hukum, jurnal nasional dan internasional, hasil penelitian terdahulu, laporan lembaga
pengawasan, serta data survei kepercayaan publik dari LSI Denny JA dan Indikator Politik
Indonesia periode 2020-2025; dan bahan hukum tersier berupa kamus dan ensiklopedia

hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (Zbrary research), yaitu
dengan mengidentifikasi, mengumpulkan, dan menelaah sumber-sumber relevan tersebut

untuk memperoleh landasan teoritis dan normatif yang mendukung analisis penelitian,
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dilengkapi dengan data dokumentasi berupa statistik tingkat kepercayaan publik terhadap

lembaga penegak hukum periode 2020-2025.

Data yang telah diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif
melalui reduksi data, klasifikasi berdasarkan tema utama (etika profesi, integritas, dan
kepercayaan publik), analisis normatif terhadap peraturan dan kode etik, serta analisis
deskriptif terhadap data survei kepercayaan publik. Data yang telah dianalisis kemudian
diinterpretasikan menggunakan teori etika profesi, teori integritas, teori legitimasi, dan public
trust theory sebagai kerangka analisis, dan hasilnya disusun secara sistematis dengan

penarikan kesimpulan secara deduktif.

HASIL

Data survei yang dipublikasikan oleh LSI Denny JA dan Indikator Politik Indonesia
selama periode 2020-2025 menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan publik terhadap
lembaga penegak hukum di Indonesia cenderung berfluktuasi, sebagaimana ditunjukkan pada

Tabel 2.

Tabel 1. Akumulasi Tingkat Kepercayaan Publik tethadap Lembaga Penegak Hukum
(2020-2025)

No Lembaga Total Akumulasi | Peringkat
1 | Kejaksaan Republik Indonesia 8744 1
2 | Kepolisian Negara Republik Indonesia 8454 2
3 | Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 820,1 3
Total Keseluruhan 2.539.9 -

Sebagaimana ditunjukkan pada Tabel 1, Kejaksaan secara konsisten menempati
posisi tertinggi dengan akumulasi nilai kepercayaan sebesar 874,4, diikuti oleh Polri sebesar
845,44, dan KPK sebesar 820,1. Data ini mengindikasikan bahwa Kejaksaan relatif
mempertahankan citra kelembagaan yang lebih stabil, sementara Polri dan KPK mengalami

fluktuasi tingkat kepercayaan pada beberapa periode pengamatan.

Hasil telaah kasus menunjukkan tiga temuan utama terkait pelanggaran kode etik
pada tiga institusi penegak hukum yang berbeda. Pertama, kasus Ferdy Sambo (2022) di
lingkungan Kepolisian menunjukkan adanya manipulasi informasi terkait kematian Brigadir
Nofriansyah Yosua Hutabarat serta tindakan yang menghambat proses penyidikan, yang
berujung pada sanksi etik berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) dan proses

pidana. Kedua, kasus Jaksa Pinangki Sirna Malasari di lingkungan Kejaksaan menunjukkan
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keterlibatan dalam tindak pidana suap dan penyalahgunaan jabatan terkait pengurusan
kepentingan hukum seorang terpidana korupsi. Ketiga, kasus advokat Otto Cornelis (OC)
Kaligis menunjukkan keterlibatan dalam praktik suap terhadap aparat penegak hukum dalam

penanganan suatu perkara.

Sebagai data anomali, ditemukan bahwa meskipun Kejaksaan memperoleh skor
kepercayaan tertinggi dalam data survei agregat, kasus Pinangki menunjukkan bahwa
pelanggaran etik tetap dapat terjadi pada institusi dengan skor kepercayaan yang relatif tinggi,
yang mengindikasikan bahwa skor agregat tidak sepenuhnya mencerminkan ketiadaan risiko

pelanggaran etik pada level individu.

PEMBAHASAN

Ketiga kasus pelanggaran etik yang dianalisis menunjukkan pola yang relatif serupa
pada institusi kepolisian, kejaksaan, dan advokat, yaitu penyalahgunaan kewenangan,
lemahnya integritas, serta pengabaian terhadap prinsip profesionalisme dan kode etik.
Temuan ini sejalan dengan teori etika profesi (Bertens, 2013) dan teori integritas (Huberts,
2018) yang menegaskan bahwa kepatuhan terhadap kode etik dan nilai integritas merupakan
faktor utama dalam membangun legitimasi institusi hukum. Semakin tinggi komitmen aparat
penegak hukum dalam menerapkan prinsip etika profesi, semakin besar pula tingkat
kepercayaan masyarakat terhadap lembaga penegak hukum, sebagaimana juga dikonfirmasi
secara kuantitatif oleh (Nix, J. et al., 2015) yang menemukan bahwa keadilan prosedural dan
efikasi kolektif menjadi prediktor signifikan kepercayaan terhadap aparat, maupun oleh
(Alejo-Abitago & Nabe, 2024) yang menunjukkan hubungan positif antara perilaku damai
aparat dan tingkat kepercayaan publik.

Temuan ini juga sejalan dengan Prahapsari et al. (2026) yang menegaskan bahwa
kepatuhan terhadap kode etik hakim berfungsi sebagai kompas moral yang menjaga
kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan di tengah tantangan modern seperti
intervensi kekuasaan dan tekanan opini publik. Namun demikian, temuan penelitian ini
sedikit berbeda dengan Melkamu & Teshome (2023) yang dalam konteks negara berkembang
lain menemukan bahwa faktor efektivitas kinerja institusi turut memoderasi hubungan antara
etika dan kepercayaan publik, sehingga penguatan etika profesional semata tanpa disertai

peningkatan kinerja pelayanan belum tentu cukup untuk memulihkan kepercayaan
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masyarakat secara optimal. Perbedaan ini dapat disebabkan oleh variasi konteks sosial-politik

dan karakteristik kelembagaan antarnegara.

Berdasarkan perspektif public trust theory, kepercayaan masyarakat terhadap suatu
institusi dibangun dari persepsi mengenai integritas, kompetensi, transparansi, dan
akuntabilitas institusi tersebut (Bovens, 2007). Ketika aparat penegak hukum terlibat dalam
pelanggaran etik maupun tindak pidana, sebagaimana ditunjukkan oleh ketiga kasus yang
dianalisis, masyarakat cenderung mempertanyakan independensi dan objektivitas institusi,
yang pada akhirnya menurunkan legitimasi lembaga dan berpotensi melemahkan kepatuhan
masyarakat terhadap hukum dalam jangka panjang. Wise et al. (2025) menegaskan bahwa
kepercayaan terhadap penegak hukum bersifat multidimensional, sehingga strategi

pemulihannya juga perlu menyasar lebih dari satu dimensi sekaligus.

Secara teoretis, temuan penelitian ini memperkuat kerangka teori etika profesi, teori
integritas, dan public trust theory dalam konteks penegakan hukum di Indonesia, sekaligus
melengkapi literatur kuantitatif tentang kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum
yang selama ini lebih banyak dikembangkan pada konteks kepolisian di negara lain (Nix, J. et
al., 2015); (Alejo-Abitago & Nabe, 2024). Secara praktis, temuan ini mengimplikasikan
perlunya penguatan sistem pengawasan yang independen dan transparan, pendidikan etika
berkelanjutan yang tidak hanya bersifat formalitas, penegakan sanksi yang konsisten tanpa
pandang bulu, transparansi dalam penanganan pelanggaran, serta penguatan budaya integritas

pada seluruh institusi penegak hukum.

Penelitian ini memiliki keterbatasan karena menggunakan pendekatan yuridis
normatif-kualitatif dengan studi kasus yang terbatas pada tiga peristiwa, serta mengandalkan
data survei sekunder yang tidak dirancang khusus untuk mengukur hubungan etika profesi
dan kepercayaan publik secara statistik. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan
untuk mengembangkan desain kuantitatif atau mixed-methods, misalnya dengan pendekatan
pemodelan persamaan struktural (structural equation modeling) sebagaimana diterapkan oleh
Alejo-Abitago & Nabe (2024), guna menguji secara empiris kekuatan hubungan antara
implementasi etika profesional dan tingkat kepercayaan publik pada konteks penegak hukum

di Indonesia.
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KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa etika profesional memiliki peran fundamental
dalam membangun dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap penegak hukum di
Indonesia. Penerapan etika profesi yang konsisten terbukti memperkuat integritas aparat,
meningkatkan kualitas pelayanan hukum, dan memperkokoh legitimasi institusi penegak
hukum, sebagaimana ditunjukkan oleh data akumulasi kepercayaan publik dan analisis ketiga
kasus pelanggaran etik. Sebaliknya, pelanggaran etika yang tidak ditangani secara transparan
dan konsisten berpotensi menimbulkan krisis kepercayaan masyarakat serta menghambat
terwujudnya supremasi hukum. Faktor penyebab pelanggaran etika teridentifikasi berasal dari
aspek internal, seperti rendahnya integritas individu dan orientasi materialistik, maupun aspek
eksternal, seperti budaya organisasi yang permisif, lemahnya pengawasan, dan intervensi
politik.

Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi memperkuat kerangka teori etika profesi,
teori integritas, dan public trust theory dalam konteks penegakan hukum di Indonesia,
sekaligus memperluas cakupan kajian yang sebelumnya lebih banyak berfokus pada satu
profesi hukum secara terpisah menjadi kajian lintas institusi penegak hukum. Secara praktis,
temuan ini memberikan dasar bagi penyusunan kebijakan penguatan pengawasan, pendidikan
etika berkelanjutan, dan penegakan sanksi yang konsisten di lingkungan kepolisian, kejaksaan,

dan profesi advokat.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk mengembangkan desain kuantitatif atau
mixed-methods guna menguji secara empiris hubungan antara etika profesi dan tingkat
kepercayaan publik, memperluas cakupan kasus yang dianalisis, serta mengembangkan model
evaluasi integritas aparat penegak hukum berbasis indikator terukur. Bagi institusi penegak
hukum, disarankan untuk memperkuat pendidikan dan pembinaan etika profesi secara
berkelanjutan, meningkatkan  transparansi penanganan  pelanggaran etik, dan
mengembangkan sistem pengawasan berbasis teknologi dan akuntabilitas publik. Bagi
pemerintah, disarankan untuk memperkuat regulasi terkait integritas dan kode etik profesi

hukum serta mendukung reformasi kelembagaan penegak hukum.
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